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KREASI TANPA BATAS
WALAU TEMPAT TERBATAS

Tahun 2024 merupakan momentum bersejarah bagi
Pemasyarakatan yang menginjak usia 60 tahun. Di
tahun inilah, secara struktural, Pemasyarakatan bukan
lagi Direktorat berada di bawah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, tetapi menjadi Kementerian
tersendiri bergabung dengan Direktorat Jenderal
Imigrasi. Melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada 21
Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto
menetapkan 48 kementerian untuk membantu
pemerintahan selama lima tahun ke depan. Salah
satunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Usia 60 tahun Pemasyarakatan juga menjadi
momentum napak tilas untuk merefleksikan kembali
salah satu elemen dalam sejarah peradaban bangsa
Indonesia. Sebagian bangunan penjara di Indonesia
adalah bukti nyata peninggalan sistem pemidanaan
pemerintahan Hindia Belanda pada masa penjajahan.
Meskipun bentuk bangunan terlihat tua dan sebagian
menjadi cagar budaya, penjara-penjara tersebut kini
bertransformasi menjadi Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) yang menunjukkan paradigma baru dalam
sistem pemidanaan di Indonesia.

Secara historis, Pemasyarakatan mengubah sistem
kepenjaraan yang sebelumnya masih diselimuti
konsep pembalasan dan penjeraan. Sistem
pemidanaan kepenjaraan dianggap sebagai bentuk
warisan kolonialisme yang tidak selaras dengan
semangat dan jati diri bangsa Indonesia. Melalui pidato
“Pohon Beringin Pengayoman”, bapak Sahardjo
memperkenalkan konsep Pemasyarakatan pada 5 Juli
1963 dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris
Causaoleh Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan pun mulai dikukuhkan sebagai
sistem yang menggantikan kepenjaraan pada 27 April
1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di
Lembang, Bandung. Sejak saat itu, stigma penjara
berubah secara perlahan; dari sebelumnya dianggap
tempat pengasingan, penuh siksaan, dan membuat
kapok Narapidana; menjadi ruang untuk mencapai
reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan
hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan.
Bangunan-bangunan penjara yang dibangun
praproklamasi, kini beralih fungsi menjadi tempat
penuh kegiatan positif untuk membentuk pribadi yang
lebih baik, melatih keterampilan baru, dan menyiapkan
Warga Binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.
Warga Binaan diharapkan bukan hanya menyadari
kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidananya;
tetapi juga dapat memperbaiki diri, hidup secara wajar
sebagai warga negara yang berkualitas, dan aktif
berperan dalam pembangunan.

Mengusung tema “Kreasi tanpa batas walau tempat
terbatas”, Warta Pemasyarakatan edisi kali ini
diharapkan menjadi salah satu catatan penting dalam
sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pembaca pun
diajak untuk menelusuri kembali bangunan-bangunan
penjara yang menjadi saksi bisu perjuangan
kemerdekaan bangsa hingga manifestasi perubahan
paradigma pemidanaan di Indonesia. Pada akhirnya,
bangunan penjara bukan sekadar bercerita tentang
sejarah masa lalu, tetapi juga mengambil hikmah
pelajaran untuk terus melangkah maju.

Salam Pemasyarakatan!







Rutan Kelas I1B Praya tahun 1894
Foto: Dok. Leiden University Libraries
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Penulis:
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Yosefis Bambang Mulyanto (JFT
Penyusun Program pada Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan)

Toddy Yudo Anggoro (JFT Penyusun
Rencana Kerja dan Anggaran pada
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
mendata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan
berdasarkan tahun pembangunannya. Hasilnya, dari 477 UPT
Pemasyarakatan, 88 di antaranya tercatat dibangun di zaman
penjajahan atau sebelum tahun 1945. Kini, sebagian bangunan
penjara tersebut menjadi cagar budaya yang tidak hanya harus
dijaga keaslian bangunannya, tetapi juga harus disesuaikan
fungsinya sesuai dengan semangat reintegrasi sosial dalam

Sistem Pemasyarakatan.

Bangunan penjara yang dibangun pada zaman Hindia Belanda
mencerminkan konsep penjeraan dengan menampilkan balas
dendam penguasa terhadap orang-orang yang dianggap
bersalah atau berlawanan. Dari sisi geografis, bangunan pun
terletak di pusat kota atau dekat dengan alun-alun sehingga
penghukuman berujung kematian seperti hukum gantung
dapat disaksikan oleh masyarakat. Dari sisi arsitektur,
bangunan penjara saat itu mengadaptasi iklim tropis
Indonesia dengan plafon yang tinggi, bukaan jendela yang
besar, serta ukuran material batu bata yang cenderung lebih

besar.

Saat itu, tinggi tembok keliling penjara yang dibangun sekitar
dua meter disertai dengan menara pengawas di setiap
sudutnya untuk mengawasi Narapidana dan suasana penjara.
Sebagian menara pos jaga tersentral atau berada di tengah-
tengah. Beberapa penjara pada masa kolonialisme pun
dibangun dengan fasilitas menara air untuk menunjang
kebutuhan air petugas maupun Narapidana. Kini fasilitas-
fasilitas tersebut dianggap kurang relevan untuk menjawab

tantangan dan kebutuhan zaman.
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Setelah kemerdekaan, wajah penjara mulai
bertransformasi sesuai dengan semangat
pemasyarakatan, yaitu untuk memulihkan kembali
kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan
penghidupan Warga Binaan. Semangat ini dikukuhkan
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Pada era kolonialisme, strap sel
sekadar “ruang kosong yang diberikan jeruji” tanpa
fasilitas kebersihan maupun tempat istirahat yang
layak. Kini, strap sel mengedepankan semangat
pembinaan dan memenuhi hak asasi manusia. Strap
sel sendiri merujuk pada sarana pengasingan bagi
Warga Binaan yang terbukti melanggar tata tertib atau

yang menderita penyakit menular berbahaya.

Di sisi lain, pos jaga kini dapat digantikan dengan
pemanfaatan teknologi informasi untuk mengawasi
Warga Binaan secara lebih menyeluruh dan 24 jam
nonstop. Menara air yang sebelumnya terpusat kini
berada di setiap gedung blok hunian. Proses
transformasi bangunan penjara dengan konsep
pemasyarakatan ini semakin dikuatkan melalui
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01.
Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan.
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Lapas Kelas A Cibinong tahun 1970-1980
Foto: Dok. Humas Lapas Cibinong

Setelah itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan
Rumah Tahanan Negara (Rutan) mulai diklasifikasikan
berdasarkan kelas tertentu sesuai dengan lokasi
administratif (tempat kedudukan), kapasitas hunian,
serta tempat kegiatan pembinaannya. Kebijakan ini
termaktub dalam Permenkumham Nomor M.HH-
05.0T.01.01 Tahun 2011. Lapas mulai dibedakan dengan
Kelas | di Ibu Kota Provinsi dengan kapasitas hunian
1.500 orang, Kelas IIA di Kota Madya maupun
Kabupaten dengan kapasitas hunian 500—1.500 orang,
Kelas IIB di Kabupaten dengan kapasitas hunian
maksimal 500 orang, dan Kelas Ill dengan kapasitas

paling sedikit.

Pada akhir 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

semakin mengubah pola bangunan pemasyarakatan

yang didasarkan pada tingkat keamanannya. Lapas

dibedakan dengan klasifikasi super maximum security,
maximum security, medium security, dan minimum
security. Lapas dengan tingkat keamanan super
maksimum digunakan untuk menempatkan Warga
Binaan yang berdasarkan hasil asesmen dikategorikan
berisiko tinggi, termasuk mereka yang dijatuhi

hukuman pidana mati dan/atau seumur hidup.




Pada dasarnya, klasifikasi tingkat keamanan Lapas
tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman

pemindahan Warga Binaan sesuai dengan perubahan

tingkah laku dan penurunan risikonya. Selain itu,

klasifikasi ini juga dapat memudahkan pemberian
layanan, program pembinaan, serta perlakuan
terhadap Warga Binaan secara tepat sasaran dan tepat
manfaat. Akan tetapi, perubahan pola bangunan ini
pun menemui tantangan karena tidak semua daerah
siap menerapkan sistem Klasifikasi serupa. Sebagian
wilayah pun menyiasatinya dengan membuat

klasifikasi di dalam blok hunian.

Pada tahun 2019, terdapat kebijakan yang mengatur
secara khusus pola bangunan UPT Pemasyarakatan
yang memfasilitasi kebutuhan bagi anak dan
perempuan. Beleid ini tertuang dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01. PB.02.09 Tahun 2019
tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak
Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah
Tahanan Negara Perempuan, dan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan. Semangat ini sejatinya
mencerminkan aturan internasional terkait penjara
yang telah disepakati melalui UNODC, seperti Nelson

Mandela Rules dan Bangkok Rules.
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Selain dilandasi aturan hukum, pola bangunan Lapas
maupun Rutan sejatinya mencerminkan business
process yang berbasis pada kebutuhan dan relevansi
sesuai konteks zaman. Ketika pandemi Covid-19
mewabah di Indonesia tahun 2020 misalnya, UPT
Pemasyarakatan mulai melakukan adaptasi dengan
menyediakan ruang sidang online. Pemanfaatan
teknologi dan informasi tersebut juga
dimanifestasikan melalui konsep Smart Prison yang
salah satunya diterapkan di Lapas Kelas [IA Ngaseman,
pulau Nusakambangan. Terdapat control room
terpusat yang memudahkan proses pengawasan
Warga Binaan. Ke depan, teknologi kecerdasan
artifisial atau artificial intelligence (Al) juga akan
dimanfaatkan dalam pembuktian asesmen risiko dan
perubahan perilaku Warga Binaan. Begitu pun dengan
pemakaian gelang bagi Narapidana pun tengah dikaji

untuk memudahkan pemantauan secara elektronik.

Tahun 2022 menjadi momentum bersejarah karena
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan disahkan dan menjadi pedoman baru

bagi perjalanan panjang Pemasyarakatan. Sistem

Pemasyarakatan kini menjadi salah satu subsistem
peradilan pidana terpadu yang mengedepankan
perubahan perilaku sebagai dasar pelayanannya,
bukan sekadar waktu masa pidana. Dengan dasar
aturan tersebut, UPT Pemasyarakatan semakin
berbenah untuk menyiapkan Warga Binaan kembali ke

tengah masyarakat.

Penjara yang dahulu dikenal sebagai bangunan
menyeramkan, kini perlahan mulai berubah. Penjara
berisi kegiatan positif untuk memulihkan Warga
Binaan, mulai dari kegiatan berbasis keagamaan untuk
memperbaiki pribadi hingga kegiatan pelatihan kerja
untuk meningkatkan kemampuan mandiri. Pola
bangunannya pun mulai menyesuaikan tujuan tersebut
dengan tersedianya ruang-ruang bagi Warga Binaan
mengekspresikan jiwa seninya hingga menambah
kemampuan baru. Pada akhirnya, perubahan-
perubahan pola bangunan penjara menunjukkan
transformasi sesuai dengan kebutuhan dan
relevansinya atas tantangan perkembangan zaman.
(editor: PRV/KTG)***



Tangkapan Layar CCTV Lapas Kelas IIB Gladakan
Foto: Dok. Humas Ditjenpas

Lapas Kelas IIB Gladakan
Foto: Pradika Damas




17

Lapas Kelas IIA Binjai tahun 1930
Foto: Dok. Leiden University Libraries




Sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang
eksis di Indonesia hingga saat ini merupakan
peninggalan bersejarah dari masa penjajahan Belanda.
Dengan arsitektur khas dan cerita panjang yang
melatarbelakanginya, bangunan-bangunan ini tak
hanya menjadi tempat Pemasyarakatan, tetapi juga

saksi bisu perjalanan sejarah negaraini.

Beberapa Lapas bahkan diakui sebagai cagar budaya
mengingat peranannya dalam perjuangan
kemerdekaan maupun kehidupan sosial masa kolonial.
Sebuah perjalanan panjang melalui jejak-jejak sejarah
penjara peninggalan Belanda yang masih berfungsi
hingga sekarang yang mengundang kita untuk lebih
mengenal warisan bersejarah ini.

18




19

Nusakambangan: Pulau Penjara Indonesia

Pulau Nusakambangan, sering disebut “pulau penjara,”
adalah pusat Pemasyarakatan di Indonesia, mirip
dengan Alcatraz di Amerika Serikat. Terletak di Cilacap,
Jawa Tengah, pulau ini memiliki 11 Lapas aktif dan satu
Lapas baru dalam pembangunan, beberapa di

antaranya sudah ada sejak era kolonial.

Sejak pertama kali digunakan sebagai rumah tahanan
pada 1908, Nusakambangan dipilih karena lokasinya

yang terpencil serta dikelilingi hutan dan ombak laut

selatan yang ganas. Setelah kemerdekaan, pulau ini
terus dikembangkan menjadi pusat pembinaan

narapidana dengan beragam level keamanan.

Kini, Nusakambangan bertransformasi menjadi pusat
rehabilitasi melalui program integrasi
Pemasyarakatan, memberi kesempatan bagi
Narapidana untuk memulai hidup baru dan

berkontribusi kembali ke masyarakat.




Sukamiskin, Penjara Bersejarah untuk Kaum Intelektual

Penjara Soekamiskin, sekarang dikenal sebagai Lapas
Kelas | Sukamiskin, memiliki nilai sejarah tinggi karena
pernah menjadi tempat penahanan para intelektual
dan tokoh pergerakan nasional, termasuk Soekarno.
Penjara ini awalnya digunakan untuk tahanan berat
sebelum ditetapkan sebagai penjara khusus kaum
intelektual yang dianggap "musuh politik" Belanda
padal924.

Nama "Sukamiskin" berasal dari "soekan" (pasar) dan
"misik" (minyak wangi), merujuk pada pasar minyak

wangi yang dulu ada di sekitarnya. Arsitek C.P. Wolff

Schoemaker membangun penjara ini pada 1918 dan
awalnya dikhususkan untuk tahanan politik yang
dianggap sebagai "musuh Belanda." Di penjara ini,
Soekarno menulis buku “Indonesia Menggugat” serta

menggambarkan kehidupannya dalam sel kecil.

Karena peran pentingnya dalam sejarah perjuangan
Indonesia, Lapas Sukamiskin diresmikan sebagai
Lapas Cagar Budaya pada 2012 dan dikukuhkan
sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Bandung
pada2018.
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Lapas Perempuan Semarang: Tentang Sejarah dan Produktivitas
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Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berdiri sejak
1855 dan merupakan salah satu warisan sejarah Kota
Semarang. Awalnya dibangun khusus untuk tahanan
perempuan di masa Hindia Belanda, Lapas ini kini
menjadi bangunan cagar budaya yang masih berfungsi

hingga sekarang.

Dengan arsitektur kolonial yang khas, dinding kokoh,

dan jendela teralis besi, Lapas ini menawarkan

kesejukan di tengah iklim tropis Semarang.
Pemeliharaan rutin memastikan keasliannya tetap
terjaga, sementara para Warga Binaan aktif berkreasi

dalam program pembinaan "Pramesti Maheswari."

Lapas ini bukan sekadar tempat penahanan, tetapi
juga simbol keseimbangan antara warisan sejarah dan
pembinaan yang produktif bagi Warga Binaan

perempuan.
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